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Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
Lulusan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat didayagunakan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil penilaian praktik melalui portofolio
dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri harus mengikuti
uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna memberikan
pengenalan terkait sistem Pelayanan Kesehatan di
Indonesia kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri.

Pasal 668

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi
kompetensi dan tata cara pendayagunaan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Peningkatan Mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

(1)

(2)

Pasal 669

Peningkatan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan/atau
kegiatan peningkatan kompetensi.

Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang
terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

Akreditasi lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan
permohonan dari institusi penyelenggara pelatihan.
Pengelolaan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 670

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 669 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.
b.

pengkajian kebutuhan; dan
kurikulum terstandar.

Pasal 671 . ..
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Pasal 671

Pengkajian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 670 huruf a mempertimbangkan kebutuhan:

a. organisasi;

b. program dan Pelayanan Kesehatan;

c. peningkatan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan; dan

d. untuk daya saing nasional dan internasional.

Pengkajian kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi

kebutuhan pemenuhan atau pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi.

Pengkajian kebutuhan program dan Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

melalui identifikasi kebutuhan pemenuhan program

pembangunan dan Pelayanan Kesehatan.

Pengkajian kebutuhan peningkatan kompetensi Tenaga

Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan melalui penilaian kompetensi

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan:

a. standar profesi;

b. standar kompetensi jabatan; atau

c. standar kompetensi kerja.

Pengkajian kebutuhan untuk daya saing nasional dan

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan melalui identifikasi kebutuhan negara

tujuan dan penguatan kompetensi Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan.

Pasal 672

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. perencanaan; dan

b. standardisasi mekanisme penyelenggaraan.

Kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui seminar,
lokakarya/workshop, bimbingan teknis, coaching,
mentoring, dan/atau kegiatan lain untuk peningkatan
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 673 . ..
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Pasal 673

Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 dapat digunakan
untuk pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi
melalui  sertifikasi pelatihan dan/atau  kegiatan
peningkatan kompetensi.

Sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 674
Dalam rangka menjamin kualitas dan keberhasilan
penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan

peningkatan kompetensi dilakukan evaluasi.

Evaluasi penyelenggaraan  pelatthan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. evaluasi pada saat proses pelatihan; dan

b. evaluasi pascapelatihan.

Evaluasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui evaluasi proses penyelenggaraan.

Pasal 675

Dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi
dapat dilakukan fellowship dan program pengembangan
pendidikan keprofesian berkelanjutan.

Fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan di Rumah Sakit pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan fellowship sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah  Pusat,

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak lain dapat

memberikan bantuan pendanaan fellowship bagi

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Program pengembangan pendidikan keprofesian

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit dilakukan melalui:

a. pelaksanaan praktik/Pelayanan Kesehatan yang
langsung berhubungan dengan keahlian atau
profesinya kepada  Pasien, klien, dan/atau
masyarakat;

b. pembelajaran dan/atau pengabdian masyarakat;

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

publikasi ilmiah.

o o

(5) Peningkatan . . .
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Peningkatan kompetensi melalui program pengembangan
pendidikan  keprofesian berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk
pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

Pasal 676

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelatihan
dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Registrasi dan Perizinan

Paragraf 1

Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

()

Pasal 677

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan
menjalankan praktik wajib memiliki STR.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
kepada:
a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia; dan
b. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
asing.
STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berlaku seumur hidup.
Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu STR seumur
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia yang melaksanakan pendidikan, internsip, atau
dalam proses adaptasi, STR berlaku selama proses
pendidikan, internsip, atau adaptasi.
STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk masa
2 (dua) tahun berikutnya.
Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dikecualikan bagi STR Tenaga Medis dan
Tenaga  Kesehatan warga negara asing yang
didayagunakan di kawasan ekonomi khusus yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 678 . ..
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Pasal 678

(1) Pengajuan permohonan STR bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dilakukan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Konsil atas nama Menteri setelah Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit meliputi:

a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan
dan/atau Sertifikat Profesi; dan
b. memiliki Sertifikat Kompetensi.

Pasal 679

Dalam hal terdapat perubahan kualifikasi kompetensi
dan/atau beralih profesi, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dapat mengajukan perubahan data STR.

Pasal 680

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
pengajuan, dan penerbitan STR diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 681

(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu
yang akan melakukan praktik keprofesiannya wajib
memiliki SIP.

(2) Permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan secara online melalui sistem informasi
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan
Nasional.

(3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam
mengajukan permohonan SIP harus memiliki:

a. STR; dan
b. tempat praktik.

(4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

(5) Dalam. ..
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Dalam hal penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Menteri menetapkan batas waktu maksimal
proses penerbitan SIP.

Dalam hal proses penerbitan SIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) melebihi batas waktu maksimal, SIP secara
otomatis terbit melalui sistem informasi yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 682

SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 ayat (1)
diberikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
tertentu warga negara Indonesia dan warga negara asing.
SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk 1 (satu) tempat praktik.

SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama
memenuhi persyaratan.

Persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi:

a. STR;

b. tempat praktik; dan

c. pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

SIP bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara asing berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun
berikutnya.

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dikecualikan bagi SIP Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan warga negara asing yang didayagunakan di
kawasan ekonomi khusus yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 683

Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 682 ayat (4) huruf c digunakan

untuk proses perpanjangan SIP.

Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:

a. pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan
kompetensi;

b. pelayanan; dan

c. pengabdian.

Standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi

sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kolegium.

Pasal 684 . . .
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Pasal 684

Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP.
Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:

a. pelaksanaan program internsip bagi dokter dan
dokter gigi;

b. pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis,
dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi
subspesialis, dan Tenaga Kesehatan spesialis;

c. pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
pada kawasan ekonomi khusus atau Pintu Masuk
atau pelabuhan atau bandar udara yang melayani
lalu lintas domestik;

d. pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di
daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan
daerah bermasalah Kesehatan; dan/atau

e. percepatan pemenuhan Pelayanan Kesehatan
lainnya.

Pasal 685

Dalam kondisi tertentu, Tenaga  Medis dan
Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan
tidak memerlukan SIP di tempat tersebut.

Pemberian Pelayanan Kesehatan dalam kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan
penugasan yang ditetapkan oleh Menteri.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki
kedudukan hukum yang sama dengan SIP.

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan
Pelayanan Kesehatan berdasarkan penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak dan
kewajiban yang sama dengan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang memiliki SIP.

Pasal 686

Penerbitan SIP oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
harus mempertimbangkan perencanaan kebutuhan
secara nasional dan kuota untuk setiap jenis Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.

Kuota untuk setiap jenis Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memperhatikan kriteria:

a. ketersediaan dan persebaran Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan pada daerah tersebut;

b. rasio...
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b. rasio jumlah penduduk dengan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan aktif yang ditetapkan oleh Menteri;
dan

c. beban kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(3) Proses penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

(4) Kuota untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 687

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SIP Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 681 sampai dengan Pasal 686 diatur dengan
Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 688

Dalam penyelenggaraan Registrasi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan, Pemerintah Pusat melakukan monitoring
dan evaluasi secara terintegrasi melalui Sistem Informasi
Kesehatan Nasional.

Paragraf 4
Surat Tugas

Pasal 689

(1) Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan
kedokteran, Menteri dapat memberikan surat tugas
kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu
yang telah memiliki SIP untuk bekerja pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tertentu tanpa memerlukan SIP di
tempat tersebut.

(2) Selain pemberian surat tugas kepada dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis tertentu, Menteri juga dapat
memberikan surat tugas kepada dokter subspesialis atau
dokter gigi subspesialis tertentu yang memberikan
Pelayanan Kesehatan di kawasan ekonomi khusus.

(3) Pemberian . . .
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Pemberian surat tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. terdapat permintaan dari dinas kesehatan
kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan;

b. ketiadaan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
dengan keahlian dan kompetensi yang sama pada
kabupaten/kota tersebut; dan

c. dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang
mendapat surat tugas harus telah memiliki SIP.

Dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengajukan

permohonan surat tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a, melampirkan:

a. hasil kajian kebutuhan pelayanan kedokteran atau
kedokteran gigi spesialistik tertentu yang dibutuhkan
di daerah pengusul;

b. pernyataan ketiadaan dokter spesialis atau dokter
gigi spesialis dengan keahlian dan kompetensi yang
sama pada kabupaten/kota tersebut; dan

c. usulan kandidat dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis yang akan diusulkan dengan melampirkan
bukti SIP maksimal yang dimiliki calon kandidat.

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Menteri setelah dilakukan kajian

pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

Pemberian surat tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berdasarkan kajian kebutuhan Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan usulan pimpinan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang berada pada kawasan ekonomi

khusus.

Pasal 690

Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689
diberikan oleh Menteri melalui Sistem Informasi
Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Kesehatan Nasional.

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
diberikan 1 (satu) kali dan berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan
kajian kebutuhan pemenuhan pelayanan spesialistik di
daerah tersebut.

Dalam hal selama jangka waktu keberlakuan surat tugas
telah ada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis lain
dengan keahlian dan kompetensi yang sama pada daerah
tersebut, surat tugas menjadi tidak berlaku.

Pasal 691 . ..
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Pasal 691

Selain pemberian surat tugas kepada dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis tertentu, Menteri juga dapat memberikan
surat tugas kepada dokter subspesialis atau dokter gigi
subspesialis  tertentu  berdasarkan kajian kebutuhan
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan usulan dinas kesehatan
kabupaten/kota.

Pasal 692

(1) Swurat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689
memiliki kedudukan hukum yang sama dengan SIP.

(2) Dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis,
dan dokter gigi subspesialis yang berpraktik berdasarkan
surat tugas memiliki hak dan kewajiban yang
sama dengan dokter spesialis, dokter gigi spesialis,
dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis yang
memiliki SIP.

Pasal 693

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 sampai dengan
Pasal 692 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Konsil Kesehatan Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 694

(1) Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Konsil merupakan lembaga nonstruktural yang dalam
menjalankan perannya bersifat independen.

(3) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut
Konsil Kesehatan Indonesia.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 695

(1) Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 694 memiliki peran:
a. merumuskan kebijakan internal dan standardisasi
pelaksanaan tugas Konsil Kesehatan Indonesia;

b. melakukan. ..
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b. melakukan Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan; dan

c. melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan.

Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Konsil Kesehatan Indonesia mempunyai tugas

melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktik dan
kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan serta memberikan pelindungan dan

kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Konsil Kesehatan Indonesia menyelenggarakan

fungsi:

pelaksanaan Registrasi dan pengelolaan data STR;

penetapan kompetensi yang beririsan;

penetapan percabangan disiplin ilmu;

pelaksanaan keputusan pemberian sanksi disiplin;

perumusan dan penetapan kebijakan internal;

penetapan standar kurikulum pelatihan yang
disusun oleh Kolegium,;

g. pelaksanaan evaluasi kompetensi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan
Luar Negeri dan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri bersama
Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang pendidikan dan Kolegium,;

h. pelaksanaan validasi dan pengusulan standar
kompetensi yang disusun oleh Kolegium untuk
ditetapkan oleh Menteri;

i.  pengusulan standar profesi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan bersama dengan Kolegium yang
ditetapkan oleh Menteri; dan

-0 Q0 op

j.  pengusulan jenis dan kelompok Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan baru, bersama dengan Kolegium
untuk ditetapkan Menteri.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (3), Konsil Kesehatan Indonesia memiliki
wewenang untuk menerbitkan, menonaktifkan, dan
mencabut STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 696

Konsil Kesehatan Indonesia dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 695 ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus
berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin
kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Dalam. ..
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(2) Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat
melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 697

(1) Susunan organisasi Konsil Kesehatan Indonesia terdiri

atas:

a. pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia; dan

b. Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan.

(2) Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 7 (tujuh) orang anggota.

(3) Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah
Pusat, profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,
Kolegium, dan masyarakat.

(4) Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sejumlah 1 (satu) orang dari setiap kelompok
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 698

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan,
Konsil Kesehatan Indonesia didukung oleh Kolegium.

Pasal 699

Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagai bagian dari
peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Konsil Kesehatan
Indonesia didukung oleh majelis.

Pasal 700

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 697 ayat (1) huruf a diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri.

(2) Masa. ..
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Masa bakti pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 701

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan Konsil Kesehatan
Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

(2)

(3)

warga negara Indonesia;

sehat jasmani dan rohani,

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia;

berkelakuan baik;

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
saat diangkat;

bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah
melakukan praktik keprofesian dan memiliki STR;

tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin,
etik, dan hukum; dan

tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik
kepentingan.

Pasal 702

Menteri melakukan seleksi calon pimpinan Konsil
Kesehatan Indonesia.

Hasil seleksi calon pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Menteri kepada Presiden.

Presiden menetapkan pimpinan Konsil Kesehatan
Indonesia berdasarkan wusulan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 703

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi pimpinan
dan tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia serta tata cara
pengangkatan dan pemberhentian anggota Konsil masing-
masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh
Kolegium

Paragraf 1
Umum

Pasal 704

Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar
pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,
setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat
membentuk Kolegium.

Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan
ahli bidang ilmu Kesehatan.

Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan
oleh Menteri.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 705

Kolegium memiliki peran:

a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan; dan

b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan.

Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kolegium bersifat independen.

Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar

pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kolegium menjalankan fungsi:

a. penyusunan standar kompetensi dan standar
kurikulum pelatihan;

b. terlibat dalam penyusunan standar nasional
pendidikan  tinggi pada  pendidikan  tinggi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang

dilaksanakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;

c. penyusunan kurikulum pendidikan tinggi Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan bersama penyelenggara
pendidikan;

d. penyusunan. ..
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d. penyusunan standar profesi bersama dengan Konsil
untuk ditetapkan oleh Menteri;

e. bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan
tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk
melaksanakan uji kompetensi;

f.  penyusunan kajian jenis dan kelompok Tenaga Medis

dan Tenaga Kesehatan bersama dengan Konsil untuk

ditetapkan Menteri;

penyusunan kompetensi yang beririsan;

penyusunan kajian penambahan kompetensi;

pelaksanaan evaluasi kompetensi Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan

Luar Negeri serta Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri

bersama Menteri, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan

Konsil; dan

j- pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan
standar Rumah Sakit pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kolegium memiliki

wewenang untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi.

= 5t 0

Pasal 706

Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenangnya berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai
disiplin ilmunya.

(1)

(2)

Pasal 707

Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705
ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkoordinasi
dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat
melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Kolegium Kesehatan Indonesia

Pasal 708

Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas,

fungsi, dan kewenangan Kolegium, dibentuk Kolegium

Kesehatan Indonesia.

Susunan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia,

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium
sebagai anggota.

Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebagai perwakilan

dalam Konsil Kesehatan Indonesia.

Pasal 709

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan
Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

(1)

(2)

warga negara Indonesia;

sehat jasmani dan rohani,

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia;

berkelakuan baik;

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
saat diangkat;

bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah
melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun dan memiliki STR;

tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin,
etik, dan hukum; dan

tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik
kepentingan.

Pasal 710
Menteri melakukan seleksi calon anggota
Kolegium Kesehatan Indonesia dengan melibatkan
kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan untuk penetapan
Kolegium Kesehatan Indonesia.

Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.

(3) Masa...
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Masa bakti keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 709.

Pasal 711

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme
seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota,
serta tata kerja Kolegium Kesehatan Indonesia diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kedelapan
Majelis Disiplin Profesi

Paragraf 1
Umum

Pasal 712

Dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri
membentuk majelis.

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
disebut Majelis Disiplin Profesi.

Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.

Majelis Disiplin Profesi dibentuk untuk mendukung tugas
dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia dalam peningkatan
mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 713

Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan

disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang

ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi:

a. penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

b. pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin
profesi;

C. penentuan. ..
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c. penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin
profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan;

d. pengambilan putusan atas pengaduan dan
menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan

e. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga
melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar
hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
atau yang dimintai pertanggungjawaban atas
tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 714

Anggota Majelis Disiplin Profesi terdiri dari 9 (sembilan)
orang yang berasal dari unsur:

a. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

profesi;

perwakilan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

ahli hukum; dan

. masyarakat.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri sampai dengan
berakhirnya masa jabatan.

Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

o oo o

Pasal 715

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Disiplin Profesi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

warga negara Indonesia;

sehat jasmani dan rohani;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia;

berkelakuan baik;

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
saat diangkat;

f. bagi...
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bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah
melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun dan memiliki STR;

bagi ahli hukum, pernah memiliki pengalaman di bidang
hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin,
etik, dan hukum; dan

tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik
kepentingan.

Pasal 716

Menteri melakukan seleksi calon anggota Majelis Disiplin
Profesi.
Menteri menetapkan keanggotaan Majelis Disiplin Profesi
berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 717

Majelis Disiplin Profesi dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 harus
berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin
kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan
penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 718

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan
seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota,
serta tata kerja penegakan disiplin Majelis Disiplin Profesi
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia,

Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

SK No 230794 A

(1)

Pasal 719

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsil
Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan
Majelis Disiplin Profesi dibantu oleh 1 (satu) sekretariat.

(2) Ketentuan. ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja
sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas, ketua, wakil ketua, anggota
Konsil Kesehatan Indonesia, dan anggota Konsil masing-
masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
diberikan hak keuangan dan fasilitas.

Pendanaan wuntuk pelaksanaan tugas Konsil dan
sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesepuluh

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan,

dan Pasien
Paragraf 1
Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Pasal 721
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik berhak:
a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional,
dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari
Pasien atau keluarganya;

mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan
kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan
kerja, dan keamanan;

mendapatkan  jaminan kesehatan dan  jaminan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. mendapatkan. ..
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mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak
sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,
kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri
melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier
di bidang keprofesiannya;

menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang
bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan,
standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 722

Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721
huruf a ditujukan untuk:

a.

(1)

(2)

memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak
lain; dan

menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan
kompetensi keprofesiannya.

Pasal 723

Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 721 huruf a diberikan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang meliputi:

a. pelindungan hukum dalam rangka mencegah Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan  melakukan
pelanggaran; dan

b. pelindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum.

Bentuk pelindungan hukum dalam rangka mencegah

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa:

a. standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur
operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria
terkait praktik keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan;

b. memastikan . ..
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b. memastikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
memiliki STR dan SIP;

c. memastikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
melakukan praktik keprofesian sesuai dengan
kewenangan Klinis;

d. persetujuan dari Pasien dan/atau keluarga untuk
tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan
Tenaga  Kesehatan, kecuali dalam  kondisi
kegawatdaruratan; dan

e. memfasilitasi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
memiliki manfaat pelindungan tanggung gugat
profesi.

Bentuk pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:

a. penyelesaian perselisihan;

b. penegakan etika profesi,

c. penegakan disiplin keilmuan; dan

d. penegakan hukum.

Instansi tempat bekerja Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan wajib melindungi dan memberikan bantuan

hukum kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang

melaksanakan tugas dalam bentuk:

a. konsultasi hukum,; dan/atau

b. pemberian pendampingan dalam penyelesaian
sengketa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan hukum bagi

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 724

Hak mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari
Pasien atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 721 huruf b terdiri atas:

a.
b.

data diri Pasien;

riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan, dan Obat yang
pernah diterima,;

masalah Kesehatan Pasien yang dirasakan saat diperiksa
oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan
kemampuan dan pengetahuan Pasien atau keluarga;
kemampuan dan jaminan pembiayaan Kesehatan yang
dimiliki; dan

informasi lain yang diperlukan.

Pasal 725 . ..
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Pasal 725

Gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang
layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf c
bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bekerja
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat
diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bekerja
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah, gaji/upah, imbalan jasa,
dan tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja bagi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan program pemerintah diberikan dalam
bentuk insentif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan juga berhak mendapatkan tunjangan
hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 726

Pemberian gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja bagi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 725 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

opo o

= S

jenjang pendidikan;

kompetensi, keahlian, atau spesialisasi;

masa kerja sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;
beban kerja;

produktivitas dan kinerja Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan;

risiko pekerjaan;

jenjang karier profesional sebagai Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

tempat bertugas; dan

pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 727

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penghitungan
pemberian gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 728 . ..
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Pasal 728

Pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721
huruf d dilakukan untuk mendukung Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi,
dan standar prosedur operasional.

Pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan
keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem
keselamatan dan Kesehatan kerja yang dilakukan dengan
cara:

a. pengendalian bahaya di tempat kerja;

b. pencegahan penyakit, termasuk penyakit akibat kerja
dan kecelakaan kerja;

promosi Kesehatan;

penanganan penyakit;

pemulihan Kesehatan; dan

pengamanan di tempat kerja.

P1mp1nan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau kepala
daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib menerapkan sistem keselamatan, Kesehatan kerja,
dan keamanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

™0 Qa0

Pasal 729

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan
tugas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan, termasuk daerah terpencil,
daerah sangat terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah
konflik serta daerah bermasalah Kesehatan harus
mendapatkan pelindungan keamanan dan keselamatan
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan keamanan
dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 730

Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 721 huruf e berupa program
jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘

(2) Dalam. ..
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Dalam rangka pemenuhan hak Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan untuk mendapatkan jaminan
kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja tempat Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan bekerja wajib mendaftarkan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk mendapatkan
jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, serta
membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 731

Hak mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak
sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,
kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 721 huruf f termasuk tindakan
kekerasan, pelecehan, dan perundungan baik yang
berasal dari Pasien atau keluarga Pasien, rekan kerja,
manajemen, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pelindungan
kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh
perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat
manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya
termasuk  tindakan = kekerasan, pelecehan, dan
perundungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya.
Dalam rangka memberikan pelindungan atas perlakuan
yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia,
moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya kepada Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
a. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;
c. menyediakan pelayanan atau kanal pelaporan/
pengaduan; dan
d. melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam. ..
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Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat
dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai
sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan,
dan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan
Pelayanan Kesehatan sepanjang bukan dalam rangka
tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan
kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat
dan/atau pada bencana.

Pasal 732

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721
huruf g diberikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang telah melakukan pengabdian, memiliki
prestasi kerja, dan inovasi dalam melaksanakan
Pelayanan Kesehatan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
perusahaan/badan usaha, dan perseorangan dalam
bentuk:

barang atau natura;

kesempatan prioritas  untuk  pengembangan

kompetensi;

g. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan; dan/atau

h. bentuk lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

diatur dalam Peraturan Menteri.

a. tanda kehormatan;

b. kenaikan jenjang karier fungsional/profesional;
Cc. piagam;

d. pin;

e.

f.

Pasal 733

Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berupa
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri
melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier
di bidang keprofesiannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 721 huruf h dilakukan melalui:

a. pendidikan formal; dan

b. pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan

kompetensi.

(2) Pengembangan . . .
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Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berstatus
sebagai pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan yang berstatus sebagai
pegawai selain aparatur sipil negara yang bekerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilaksanakan sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 734

Hak menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang
bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan,
standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 721 huruf i, dilakukan dalam hal Pasien
meminta:

a. melakukan aborsi yang dilarang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bunuh diri dengan bantuan;

c. mencarikan ibu pengganti atau sewa rahim hasil
reproduksi dengan bantuan yang dilakukan oleh
pasangan suami-istri yang sah;

d. memberikan keterangan palsu;

e. melakukan perbuatan curang; dan/atau

tindakan lain yang bertentangan dengan standar

profesi, standar pelayanan, standar prosedur

operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah

Pasien diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan

tersebut dan dicatat dalam dokumen tertulis berupa

rekam medis atau dokumen tertulis lain.

-

Pasal 735

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan

praktik wajib:

a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan profesi, standar
prosedur operasional, dan etika profesi serta
kebutuhan Kesehatan Pasien; .

b. memperoleh  persetujuan dari Pasien atau
keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

C. menjaga. ..
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c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau
dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan
tindakan yang dilakukan; dan

e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan
kewenangan yang sesuai.

Rahasia Kesehatan Pasien sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dapat dilakukan pembukaan untuk

kepentingan:

a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum
dalam rangka penegakan hukum;

b. penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;

c. kepentingan pendidikan dan penelitian secara
terbatas;

d. upaya pelindungan terhadap bahaya ancaman
keselamatan orang lain secara individual atau
masyarakat;

e. kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan,
penyembuhan, dan perawatan Pasien;

f.  permintaan Pasien sendiri;
kepentingan administratif, pembayaran asuransi,
atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/atau

h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan kewenangan dan kompetensi berdasarkan standar
profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur
operasional, dan etika profesi yang dimiliki dalam
menjalankan praktik.

Pasal 736

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 dikenai
sanksi administratif berupa:

a.

b
c.
d

teguran lisan;

peringatan tertulis;

denda administratif; dan/atau
pencabutan izin.

Paragraf . . .
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Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 737

Pasien mempunyai hak:

a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;

b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai
Pelayanan Kesehatan yang diterimanya,;

c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan
kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan
yang bermutu;

d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali
untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka
pencegahan penyakit menular dan penanggulangan
KLB atau Wabah;

e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat
di dalam rekam medis;

f.  meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan lain; dan

g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Informasi mengenai Kesehatan dirinya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;

b. diagnosis, pengobatan, tindakan, dan prognosis; dan

c. pelayanan lain yang diberikan kepada Pasien.

Penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan

yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b  diberikan oleh Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan dengan penjelasan keterangan yang

cukup dan disampaikan secara lengkap dengan bahasa

yang mudah dipahami.

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,

standar profesi, dan pelayanan yang bermutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberikan
sesuai dengan kemampuan pelayanan dan dilakukan oleh

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki

kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk

tindakan medis yang diperlukan dalam rangka

pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB

atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan setelah menerima dan memahami informasi

mengenai tindakan tersebut secara lengkap dan memadai
serta dicatat dalam rekam medis.

(6) Mendapatkan . . .



SK No 230805 A

()

(7)

(1)

(3)

(4)

(5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di
dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Permintaan pendapat Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dilakukan dalam rangka meminta konsultasi
tentang penyakit yang dideritanya kepada Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan lain yang praktik baik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang sama maupun di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 738

Pasien mempunyai kewajiban:

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur
tentang masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan,

c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan
yang diterima.

Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang

masalah kesehatannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a paling sedikit mengenai:

a. data diri Pasien;

b. riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan, dan Obat
yang pernah diterima; dan

c. masalah Kesehatan Pasien yang dirasakan saat
diperiksa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Pasien
atau keluarga.

Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap

dan memadai.

Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c paling sedikit berupa mematuhi tata tertib

yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan yang

diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan,

tindakan, pengobatan, dan Pelayanan Kesehatan lain

sesuai dengan tarif yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

Bagian . . .
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Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Praktik

Paragraf 1
Umum

Pasal 739

Tenaga Medis dan Tenaga  Kesehatan  dapat
menjalankan praktik mandiri dan/atau berpraktik di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain praktik mandiri.
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab secara moral untuk:

a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan

yang dimiliki;

b. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
c. mengutamakan kepentingan Pasien dan masyarakat
di atas kepentingan pribadi atau kelompok; dan
d. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam menjalankan praktik, Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan
kepada Pasien harus melaksanakan upaya terbaik sesuai
dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi,

serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan dan Pasien berdasarkan
prinsip kesetaraan dan transparansi.

Pasal 740

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan
praktik mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739
wajib menginformasikan identitas dirinya.

Informasi identitas Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama dan gelar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang berpraktik;

bidang keahlian;

nomor SIP;

nomor STR; dan

b
c.
d.
e. jadwal praktik.

(3) Tenaga. ..
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(3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.

Pasal 741

Dalam  penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  oleh
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Pasien memiliki
kewajiban:

a. menghormati hak Pasien lain, pengunjung, hak
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya
yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. memberikan informasi mengenai kemampuan dan
Jjaminan kesehatan yang dimilikinya; dan

c. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya
untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan
oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan/atau tidak
mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau
masalah Kesehatannya.

Paragraf 2
Kewenangan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 742

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki lebih
dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai
dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi
tertinggi.

(3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memiliki
kewenangan berdasarkan penambahan kompetensi yang
dimiliki melalui pelatihan.

(4) Kewenangan dengan jenjang kompetensi dan kualifikasi
tertinggi atau kewenangan berdasarkan penambahan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dicantumkan dalam STR yang dimiliki
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 743 . ..

SK No 230807 A
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Pasal 743

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam
memberikan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan kewenangan Klinis.

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tertentu yang
mendapatkan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan
secara langsung kepada Pasien atau yang berdampak pada
keselamatan Pasien.

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
setelah melalui kredensial.

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kewenangan klinis bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri
sesuai dengan STR dan SIP yang dimiliki.

Pasal 744

Dalam  keadaan  tertentu, Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar
kewenangannya.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit meliputi:

a. ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan
di suatu wilayah tempat Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan bertugas;

b. kebutuhan program pemerintah;

c. penanganan kegawatdaruratan medis; dan/atau

d. KLB, Wabah, dan/atau darurat bencana.

Ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di

suatu wilayah tempat Tenaga Medis atau Tenaga

Kesehatan bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan kabupaten/kota setempat.

(4) Pemberian . . .
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Pemberian pelayanan di luar kewenangan dalam kondisi
ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di
suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan dalam rangka pelaksanaan kebutuhan
program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan oleh Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan atau orientasi
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pemberian pelayanan di luar kewenangan dalam
penanganan kegawatdaruratan medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan kepada korban atau Pasien Gawat
Darurat dalam waktu segera untuk mendahulukan
penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan
pada pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan, intra Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan antar-Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Pelayanan di luar kewenangan dalam kondisi KLB, Wabah,
dan/atau darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dilakukan pada kegiatan penanggulangan
KLB, Wabah, dan/atau darurat bencana.

Pemberian pelayanan di luar kewenangan oleh Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), setelah mendapatkan surat tugas dari
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Jangka waktu dan tempat pemberian Pelayanan
Kesehatan di luar kewenangan dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
kegawatdaruratan medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 745

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima
pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan
Kesehatan terdiri atas:

a. pelimpahan secara mandat; dan

b. pelimpahan secara delegatif.

Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelimpahan
tugas dengan tanggung jawab berada pada pemberi
wewenang.

(3) Pelimpahan . ..
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Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelimpahan
tugas dengan tanggung jawab berada pada penerima
wewenang.

Pimpinan  Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
menetapkan jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat
dilimpahkan kewenangannya.

Pasal 746

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan praktik
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan
Menteri.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Bagian Kedua Belas
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 747

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 736 dan Pasal 740 ayat (3) diberikan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. hasil monitoring dan evaluasi,

b. pengaduan; dan/atau

c. pemberitaan media elektronik atau media cetak.

Pasal 748

Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 736 huruf a dan Pasal 740 ayat (3)
huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dan dibuat
secara tertulis.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan
praktik perseorangan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
yang diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak menerima teguran lisan.

Pasal 749

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf b dan
Pasal 740 ayat (3) huruf b diberikan apabila rekomendasi
dari teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 748 ayat (2) tidak dilaksanakan.

(2) Peringatan. ..
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Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan
praktik perseorangan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
yang diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak menerima peringatan tertulis.

Pasal 750

Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf c dan
Pasal 740 ayat (3) huruf c diberikan apabila rekomendasi
dari teguran lisan dan peringatan tertulis tidak
dilaksanakan.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan
praktik perseorangan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang tidak melaksanakan teguran lisan dan teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar denda administratif ke kas negara atau kas
daerah maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal
pengenaan denda administratif.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan sesuai dengan besaran yang telah
ditetapkan oleh Menteri dan merupakan penerimaan
negara bukan pajak atau pendapatan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti pembayaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri,
Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Tata cara pembayaran denda administratif ke kas negara
atau kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 751

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 736 huruf d dan Pasal 740 ayat (3)
huruf d diberikan apabila sanksi administratif berupa
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 750 tidak dibayarkan.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat
diperpanjang sesuai hasil monitoring dan evaluasi dan
dapat berlanjut menjadi pencabutan izin tetap.

(3) Pencabutan . ..
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(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
penerbit izin.

Pasal 752

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 677 ayat (1) dan Pasal 681 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan berdasarkan:

a. hasil monitoring dan evaluasi,
b. pengaduan; dan/atau
c. pemberitaan media elektronik atau media cetak.

Pasal 753

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 752 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 ayat (3)
sampai dengan ayat (5).

Pasal 754

Dalam hal Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tidak melaksanakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 sampai dengan
Pasal 753, nama Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan masuk dalam daftar pelanggar
administratif dan akan diumumkan kepada masyarakat secara
berkala melalui media sosial.

Bagian Ketiga Belas
Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan

Pasal 755

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan, terdiri atas:

a. tenaga pendukung atau penunjang Upaya Kesehatan atau
Pelayanan Kesehatan;

b. tenaga pendukung atau penunjang administrasi,
manajemen, dan teknologi Informasi Kesehatan; dan

c. tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 756 . . .
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Pasal 756

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pencatatan
setiap Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang
bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi
lain bidang Kesehatan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 757

Perencanaan kebutuhan Tenaga Pendukung atau
Penunjang Kesehatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan
Pelayanan Kesehatan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 758

Pemerintah Daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan
bertanggung jawab terhadap perencanaan, pemenuhan,
pendayagunaan, dan kesejahteraan Tenaga Pendukung
atau Penunjang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan wilayahnya.

Perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan
kesejahteraan Tenaga Pendukung atau Penunjang
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan kemampuan serta kebutuhan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau institusi lain di
bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 759

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan,

mempunyai hak:

a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur
operasional;

b. mendapatkan gaji/upah yang layak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

c. mendapatkan pelindungan atas keselamatan,
Kesehatan kerja, dan keamanan;

d. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. mendapatkan. ..
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e. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak
sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,
kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

f. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan,
dan karier di bidang keprofesiannya; dan

h. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan

mempunyai kewajiban:

a. bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional
dan etika di tempat kerja untuk mendukung
produktivitas kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau institusi lain di bidang Kesehatan;

b. menjaga data dan informasi rahasia yang dimiliki
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di
bidang Kesehatan; dan

c. mematuhi aturan yang berlaku pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang
Kesehatan.

Pasal 760

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemenuhan,
pendayagunaan, kesejahteraan, dan pencatatan Tenaga
Pendukung atau Penunjang Kesehatan diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1)

(2)

BAB IV
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 761

Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan
Kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan perseorangan
dan/atau Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; dan

c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang.

Pasal 762 . . .
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Pasal 762

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Puskesmas;

b. klinik pratama; dan

c. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan.

Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat

menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat

pertama lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan Pelayanan

Kesehatan.

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

integrasi pelayanan antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Integrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikoordinasikan oleh Puskesmas sebagai penanggung

jawab wilayah.

Integrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program

pemerintah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk

promotif dan preventif.

Integrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan melalui:

pemanfaatan sumber daya;

penanganan kasus;

pelaporan kasus; dan

bentuk lain menyesuaikan dengan program yang

diselenggarakan.

oo

Pasal 763

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang
meliputi pelayanan spesialistik dan/atau pelayanan
subspesialistik.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Rumah Sakit;

klinik utama;

balai Kesehatan; dan

praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan.

o op

(3) Selain. ..
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Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat
menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kebutuhan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 764

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang
Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan
lanjutan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau dapat
bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

apotek;

unit pengelola darah;

laboratorium Kesehatan;

laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel;
bank materi biologi;

optik;

institusi pengamanan alat dan fasilitas Kesehatan;
dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain yang
ditetapkan oleh Menteri.

5 Rmeo a0 o

Pasal 765

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 761 berdasarkan bentuknya terdiri atas:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan statis; dan

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan bergerak.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan statis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang didirikan di
suatu lokasi dan bersifat permanen yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan/atau
Gawat Darurat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan bergerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan
Pelayanan Kesehatan yang dapat dipindahkan dari satu
lokasi ke lokasi lain dalam jangka waktu tertentu.

(4) Ketentuan. . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan
Kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

SK No 230817 A

Pasal 766

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas ketersediaan dan akses Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat Kesehatan
yang setinggi-tingginya.

(2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya.

(3) Perencanaan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mengacu pada rencana induk bidang Kesehatan dan
mempertimbangkan unsur:

a. kebutuhan pelayanan;
b. jumlah dan persebaran penduduk; dan/atau
c. pola penyakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 767

Pertimbangan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 tidak berlaku bagi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, sangat
terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Bagian Ketiga
Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 768

(1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
memiliki perizinan berusaha yang diberikan setelah
memenuhi persyaratan sesuai jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan mengenai perizinan berusaha Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 769 . . .
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Pasal 769

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 768, perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berupa  praktik mandiri Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan, berlaku perizinan Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 681.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 770

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki sistem
tata kelola manajemen dan tata kelola Pelayanan Kesehatan
atau klinis yang baik.

Pasal 771

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib memiliki STR dan SIP.

Pasal 772

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
menginformasikan daftar nama, nomor STR dan SIP, serta
Jadwal praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
melakukan praktik.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan perizinan berusaha.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.

(4) Tata...
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(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 747 sampai dengan Pasal 750
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan
sanksi administratif bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan huruf c.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa
pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 773

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan
sistem rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 774

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai
tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan
di bidang Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 775

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 776

Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di kawasan
ekonomi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rekam Medis

Pasal 777

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan
rekam medis.

Pasal 778 . ..



SK No 230820 A

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

B )
<
D |

Y

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
-319 -
Pasal 778

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib
membuat rekam medis.

Dalam hal Pelayanan Kesehatan  perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik
mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan
tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) merupakan dokumen yang berisikan data identitas
Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien,
termasuk persetujuan tindakan Pelayanan Kesehatan.
Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis,
Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Pasal 779

Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777
dan Pasal 778 ayat (1) wajib diselenggarakan secara
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat
menyelenggarakan rekam medis secara elektronik karena
hambatan teknis, dapat digunakan rekam medis
nonelektronik sampai dengan hambatan selesai.

Pasal 780

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyelenggarakan rekam
medis wajib:

a.

b.

mencatat dan mendokumentasikan seluruh tindakan yang
dilakukan secara lengkap dan jelas;

menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan
ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam
medis;

menjamin pelindungan data dan informasi rekam medis
Pasien;

memastikan  kesesuaian  sistem  elektronik  yang
kompatibel antara satu sistem dengan sistem elektronik
lainnya sesuai dengan variabel dan meta data yang
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan

e. memastikan . ..
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memastikan sistem elektronik yang berbeda mampu
bekerja  secara terpadu melakukan komunikasi
menggunakan standar pertukaran data.

Pasal 781

Rekam medis elektronik merupakan bagian dari Sistem
Informasi Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
wajib terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan
Nasional.

Kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan Telemedisin.

Pasal 782

Pengisian rekam medis elektronik dimulai dari Pasien masuk
sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 783

Pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan:

a. atas persetujuan Pasien; dan/atau

b. tidak atas persetujuan Pasien.

Permintaan pembukaan isi rekam medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.

Permintaan pembukaan isi rekam medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau

nonelektronik.

Pembukaan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.

Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan Pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

untuk kepentingan:

a. pemeliharaan Kesehatan, pengobatan,
penyembuhan, dan perawatan Pasien;

b. permintaan Pasien sendiri; dan/atau

c. administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan
pembiayaan Kesehatan.

Dalam hal Pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi

rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau

pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Keluarga . ..
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Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
meliputi suami atau istri, anak yang sudah dewasa, orang
tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien.
Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), persetujuan pembukaan isi rekam medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan oleh ahli waris.
Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat
memberikan  persetujuan karena tidak diketahui
keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal
dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan.
Pembukaan isi rekam medis untuk keperluan
administrasi, pembayaran asuransi, atau jaminan
pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf c harus dilakukan secara tertulis dan/atau
elektronik melalui persetujuan umum pada saat
registrasi Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pembukaan isi rekam medis tidak atas persetujuan Pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
untuk kepentingan:
a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum
dalam rangka penegakan hukum;
penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
pendidikan dan penelitian secara terbatas;
upaya pelindungan terhadap bahaya ancaman
keselamatan orang lain secara individual atau
masyarakat; dan
e. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Permintaan pembukaan isi rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh pihak atau
institusi yang berwenang atas kepentingan.

ao o

Pasal 784

Dokumen rekam medis merupakan milik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan,
keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang
terdapat dalam dokumen rekam medis.

Pasal 785

Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak
yang terlibat dalam Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.

Pasal 786 . . .
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Pasal 786

Untuk mendukung penyelenggaraan rekam medis

elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyediakan:

a. sistem elektronik pada penyelenggaraan rekam medis
elektronik; dan

b. platform layanan serta standar interoperabilitas dan
integrasi Data Kesehatan.

Untuk mendukung penyelenggaraan rekam medis

elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

infrastruktur dan konektivitas jaringan internet untuk

sistem rekam medis elektronik di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

Pasal 787

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rekam medis
elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)
(2)

(4)

Bagian Keenam
Rahasia Kesehatan Pribadi Pasien

Pasal 788

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan

rahasia Kesehatan pribadi Pasien.

Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), setiap Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan

Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi

Pasien.

Rahasia Kesehatan pribadi Pasien sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. identitas Pasien;

b. data dan Informasi Kesehatan Pasien yang meliputi
hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan
penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan
dan/atau tindakan Pelayanan Kesehatan; dan

c. hal lain yang berkenaan dengan Pasien.

Rahasia Kesehatan pribadi Pasien sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan bagian dari

rekam medis.

Pasal 789 .
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Pasal 789

Semua pihak pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang harus
menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 788 ayat (1) meliputi:

a.
b.
c.

d.

€.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

pimpinan dan manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan Pelayanan
Kesehatan;

tenaga lainnya yang memiliki data dan Informasi
Kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 790

Pembukaan rahasia Kesehatan pribadi Pasien berupa
rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788
ayat (4) sesuai dengan ketentuan pembukaan rekam medis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783.

Pembukaan rahasia Kesehatan pribadi Pasien selain
rekam medis, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735
ayat (2).

Pasal 791

Dalam rangka menjaga rahasia Kesehatan pribadi Pasien,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menerapkan sistem
manajemen keamanan informasi atas Data Kesehatan
pribadi Pasien.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen
keamanan informasi atas Data Kesehatan pribadi Pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 792

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan penyedia penyimpanan
data harus menanggulangi dan menanggapi insiden
keamanan siber dalam bentuk penerimaan, pemantauan,
dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan
siber.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menerapkan sistem
manajemen keamanan informasi atas Data Kesehatan
pribadi Pasien dalam bentuk peningkatan kapasitas
sumber daya manusia.

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh
Puskesmas

Pasal 793

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengoordinasikan  Pelayanan Kesehatan  promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif
dengan mengutamakan promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 794

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 793 ayat (2), Puskesmas berperan
mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat
yang:

berperilaku hidup sehat;

mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
hidup dalam lingkungan sehat; dan

memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya,
baik individu, keluarga, kelompok, maupun
masyarakat.

Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan
masyarakat hidup sehat.

Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur
pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta
kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan hidup dalam kondisi
kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik,
kimia, biologi, maupun sosial.

Memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup
keadaan Kesehatan fisik, jiwa, maupun sosial yang lebih
baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan
kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

o op

Pasal 795 . ..



SK No 230826 A

0}

<&
D §
%,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 325 -

Pasal 795

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya, Puskesmas
melakukan koordinasi dengan:

a.

b
C.
d.
e

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
struktur jejaring berbasis tempat kerja;
struktur jejaring sistem rujukan; dan

struktur jejaring lintas sektor.

Pasal 796

Struktur jejaring berbasis wilayah  administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf a terdiri
atas:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang, baik milik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun
masyarakat;

b. unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan;
dan

c. Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat,

di dalam wilayah kerja Puskesmas.

Dalam rangka koordinasi struktur jejaring berbasis

wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Puskesmas dapat memberikan dukungan suplai
logistik program pada struktur jejaring berbasis wilayah
administratif.

Pasal 797

Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 ayat (1) huruf b
dapat berupa Puskesmas pembantu atau bentuk lainnya
yang standar pelayanannya menyesuaikan dengan
standar pelayanan Puskesmas pembantu.

Standar pelayanan Puskesmas pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ketenagaan,
Perbekalan Kesehatan, pelayanan kefarmasian,
sistem informasi, dan Teknologi Kesehatan.

Pasal 798

Struktur  jejaring  berbasis satuan  pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf b terdiri
atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

(2) Puskesmas. ..
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Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring berbasis
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan Upaya Kesehatan melalui pendidikan
Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan pembinaan
lingkungan sekolah, serta sekolah sehat dan kampus
sehat.

Pasal 799

Struktur jejaring berbasis tempat kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 795 huruf c terdiri atas tempat
kerja pada sektor formal, informal, dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, serta lingkungan matra.

Dalam rangka koordinasi struktur jejaring berbasis tempat
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas
melakukan Upaya Kesehatan kerja melalui pelaksanaan
surveilans penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat
kerja serta pembinaan program Kesehatan kerja.

Selain melakukan surveilans sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Puskesmas memberikan Pelayanan Kesehatan
dan mengoordinasikan Upaya Kesehatan bersumber daya
masyarakat.

Pasal 800

Struktur jejaring sistem rujukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 795 huruf d terdiri atas Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk rujukan  vertikal, horizontal,

dan rujuk balik.

Dalam rangka koordinasi struktur jejaring sistem rujukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas

melakukan:

a. pelaporan rujukan Pasien;

b. penerimaan pelaporan rujuk balik;

c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi;
dan

d. pertemuan koordinasi secara berkala setiap
3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 801

Struktur jejaring lintas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 795 huruf e meliputi jejaring pemerintah di
tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga,
rukun tetangga, dan jejaring mitra Kesehatan untuk
mengatasi determinan Kesehatan.

(2) Dalam. ..
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Dalam rangka koordinasi struktur jejaring lintas sektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dan
jejaring lintas sektor melakukan sinkronisasi perencanaan
kegiatan daerah yang berkaitan dengan Kesehatan dan
pembinaan program Kesehatan.

Pasal 802

Seluruh struktur jejaring sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 795 sampai dengan Pasal 801 harus melaksanakan
pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan
melakukan pertemuan koordinasi rutin.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 803

Pemerintah Daerah  kabupaten/kota  mendirikan
Puskesmas di setiap kecamatan.

Dalam hal akan didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas
dalam 1 (satu) kecamatan, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota harus mempertimbangkan kebutuhan
pelayanan, jumlah dan  persebaran penduduk,
pola penyakit, dan aksesibilitas.

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi aspek waktu tempuh yang dibutuhkan
masyarakat untuk mencapai Puskesmas.

Puskesmas yang akan didirikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
lokasi;

bangunan;

prasarana,;

sumber daya manusia,

laboratorium; dan

Perbekalan Kesehatan.

Lokasi, bangunan, dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c harus
memenuhi syarat fungsi, keamanan, kenyamanan,
pelindungan  keselamatan dan  Kesehatan, serta
kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang,
termasuk yang berkebutuhan khusus atau penyandang
disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d terdiri atas:

a. Tenaga Medis;

b. Tenaga Kesehatan; dan

c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

mo a0 op

(7) Tenaga . ..
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(7) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a termasuk Tenaga Medis yang memiliki kompetensi
di bidang kedokteran keluarga.

(8) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki
kompetensi di bidang Kesehatan komunitas.

(9) Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f harus
memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 804

Penyelenggaraan Puskesmas harus didukung dengan
Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 805

Puskesmas dapat memanfaatkan Telekesehatan dan
Telemedisin dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 806

(1) Puskesmas dipimpin oleh tenaga yang memiliki
kompetensi dalam mengoordinasikan Sumber Daya
Kesehatan dan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di
wilayah kerja Puskesmas.

(2) Pimpinan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh
bupati/wali kota.

Pasal 807

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan
Puskesmas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit

Paragraf 1
Umum

Pasal 808

Penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

a. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
spesialistik dan/atau subspesialistik; dan

b. memberikan pelindungan kepada Pasien, sumber daya
manusia di Rumah Sakit, masyarakat, dan lingkungan
Rumah Sakit.

Pasal 809 . ..
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Pasal 809

Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan
Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik
dan/atau subspesialistik.

Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk
spesialistik dan/atau subspesialistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat memberikan
Pelayanan Kesehatan dasar.

Pasal 810

Selain menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809 ayat (1),
Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan
penelitian di bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit

(1)

Pasal 811

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab untuk:

a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan
masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan
mutu Pelayanan Kesehatan,;

b. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
Pelayanan Kesehatan spesialistik dan/atau
subspesialistik;

c. menjamin pembiayaan Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit bagi fakir miskin atau orang tidak
mampu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. memberikan pelindungan kepada Rumah Sakit dan
masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit;

e. menggerakkan peran serta masyarakat dalam
pendirian Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

f.  menyediakan Informasi Kesehatan yang dibutuhkan
oleh masyarakat;

g. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan
di Rumah Sakit akibat KLB, Wabah, atau bencana;

h. menyediakan sumber daya manusia yang
dibutuhkan; dan

i.  mengatur pendistribusian dan penyebaran
Alat Kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

(2) Tanggung. ..
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(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Rumah Sakit

Pasal 812

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, sarana dan
prasarana, peralatan Kesehatan, serta Sumber Daya Manusia
Kesehatan.

Pasal 813

(1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 812 harus memenuhi ketentuan mengenai
Kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), persyaratan lokasi harus sesuai
dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan
penyelenggaraan Rumah Sakit.

(3) Ketentuan mengenai Kesehatan dan keselamatan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan
lingkungan, dan/atau dengan analisis mengenai dampak
lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit meliputi kajian terhadap jumlah dan persebaran
penduduk, rasio jumlah tempat tidur, pola persebaran
penyakit, dan akses Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Pasal 814

(1) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 812 harus memenuhi aspek
keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi aspek keandalan teknis bangunan
gedung dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), persyaratan sarana dan prasarana juga harus
memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana
Rumah Sakit.

Pasal 815 . ..
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Pasal 815

Persyaratan peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812 harus memenubhi
standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,
keselamatan, dan laik pakai.

Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi
pengujian fasilitas Kesehatan yang berwenang.

Pengujian dan kalibrasi peralatan Kesehatan serta standar
yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 816

Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812 meliputi
Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung
atau Penunjang Kesehatan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan
yang diberikan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan tenaga tetap dan tenaga tidak
tetap yang bekerja secara purnawaktu.

Pemilik Rumah Sakit dan pimpinan Rumah Sakit
bertanggung jawab dalam pemenuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil
analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan
pelayanan Rumah Sakit.

Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh pemilik
Rumah Sakit atau kepala/direktur Rumah Sakit.

Rumah Sakit dapat mendayagunakan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan
kebutuhan pelayanan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 817

Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat
berbentuk unit pelaksana teknis atau instansi tertentu
dan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum.

(3) Rumah. ..



SK No 230833 A

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

s,

O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah
berbentuk unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional dan dapat
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum daerah.

Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang
kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang
Pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh
badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 818

Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah seluruhnya dapat digunakan
secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit
dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara
atau pendapatan pemerintah daerah.

Pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 819

Rumah Sakit memberikan Pelayanan Kesehatan pada
semua bidang dan jenis penyakit.

Selain Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan
unggulan pada satu bidang atau satu jenis penyakit
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ,
jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Pasal 820

Rumah Sakit ditetapkan klasifikasinya berdasarkan
kemampuan pelayanan.

Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan, sarana dan
prasarana, peralatan, serta Sumber Daya Manusia
Kesehatan.

Pasal 821 . ..
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Pasal 821

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit paling
sedikit meliputi:

pelayanan medik;

pelayanan intensif;

pelayanan bedah;

pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;

pelayanan kefarmasian;

pelayanan laboratorium;

pelayanan radiologi;

pelayanan darah;

pelayanan gizi;

pemulasaraan jenazah,;

pelayanan sterilisasi sentral; dan

pemeliharaan sarana dan prasarana serta Alat Kesehatan.

ERSTE TR0 00 o

Pasal 822

(1) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola
Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan internal Rumah Sakit.

Pasal 823

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan
Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Perizinan Rumah Sakit

Pasal 824

(1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki perizinan berusaha.

(2) Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah ~memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengorganisasian

Pasal 825

(1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif,
efisien, dan akuntabel.

(2) Organisasi. . .
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(2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata
kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang
baik.

Pasal 826

Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas:
unsur pimpinan;

unsur pelayanan medis;

unsur keperawatan;

unsur penunjang medis dan nonmedis;
unsur pelaksana administratif; dan

unsur operasional.

"o a0 oW

Pasal 827

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826
huruf a dijabat oleh:
a. Tenaga Medis;
b. Tenaga Kesehatan; atau
c. tenaga profesional,
yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

(2) Pimpinan tertinggi Rumah Sakit harus
berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi
pimpinan Rumah Sakit.

Pasal 828

Dalam rangka pelaksanaan unsur pelayanan medis,
unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan nonmedis,
unsur pelaksana administratif, dan wunsur operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826 huruf b sampai
dengan huruf f, dapat dibentuk direktorat, departemen, divisi,
instalasi, unit kerja, komite, dan/atau satuan sesuai dengan
kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit.

Pasal 829
Pimpinan organisasi yang membidangi pelayanan medis,
keperawatan, dan sumber daya manusia harus

berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 830

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi
Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf . . .
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Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 831

Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk dewan pengawas
Rumah Sakit.

Dewan pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan suatu unit nonstruktural yang
bersifat independen dan bertanggung jawab kepada
pemilik Rumah Sakit.

Dewan pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit secara
internal.

Pasal 832

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas Rumah Sakit
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7
Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 833

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

a.

b.

memberikan informasi yang benar tentang pelayanan
Rumah Sakit kepada masyarakat;

memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu,
antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan
kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan
Rumah Sakit;

memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien
sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan
pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak
mampu atau miskin,;

melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu
atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka,
ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan
KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

g. membuat. ..
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membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan
dalam melayani Pasien;

menyelenggarakan rekam medis;

menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak,
antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu,
sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusuli,
anak-anak, dan lanjut usia;

melaksanakan sistem rujukan;

menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan
standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban Pasien;

menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
melaksanakan etika Rumah Sakit;

memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;

melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan,
baik secara regional maupun nasional;

membuat daftar Tenaga Medis yang melakukan praktik
kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan
lainnya;

menyusun dan melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit;

melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua
petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai
kawasan tanpa rokok.

Pasal 834

Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar

tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf a berupa:

a. informasi umum Rumah Sakit;

b. informasi terkait dengan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan kepada Pasien; dan

c. informasi terkait dengan kinerja pelayanan.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi.

Pasal 835 . ..
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Pasal 835

Kewajiban Rumah  Sakit memberikan Pelayanan

Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan

efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai

dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 833 huruf b dilakukan melalui:

a. pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan
Rumah Sakit;

b. penerapan standar keamanan dan keselamatan
Pasien; .

c. pengukuran indikator nasional mutu Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit; dan

d. pelayanan dengan tidak membedakan ras, agama,
suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan
kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas,
serta latar belakang sosial politik dan antargolongan.

Pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui proses registrasi, lisensi,

akreditasi, dan penerapan standar pelayanan,

standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Pasal 836

Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan
Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan
pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833
huruf c dilakukan pada instalasi Gawat Darurat berupa:
a. triase; dan
b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan
kedisabilitasan.
Dalam penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit
dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka
serta dilarang mendahulukan segala urusan
administratif = sehingga ~menyebabkan tertundanya
Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan Gawat Darurat dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 837 . ..
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Pasal 837

(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk berperan aktif dalam
memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai
kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 833 huruf d dilakukan melalui:

a. peningkatan manajemen penanggulangan bencana;

b. memberikan pelayanan langsung kepada korban
bencana di lokasi bencana atau di Rumah Sakit; dan

c. melakukan mitigasi dampak bencana melalui
penyediaan pelayanan rehabilitasi psikososial dan
rehabilitasi fisik.

(2) Pelayanan Kesehatan pada bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelayanan Kesehatan
dalam rangka upaya penanggulangan krisis Kesehatan
lainnya.

Pasal 838

Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan
bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 833 huruf e dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 839

Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan

menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

sebagai acuan dalam melayani Pasien sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 833 huruf g dilaksanakan dengan:

a. menyusun, menetapkan, melaksanakan, mematuhi, dan
mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit;

b. menyelenggarakan penugasan klinis bagi semua Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan; dan

c. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan secara
internal dan eksternal.

Pasal 840

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf h dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 841 . ..
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Pasal 841

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan
prasarana umum yang layak paling sedikit meliputi sarana
ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk
penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan
lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833
huruf i dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan
teknis bangunan dan prasarana yang memenuhi prinsip
keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses.
Ketentuan mengenai persyaratan teknis sarana dan
prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 842

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf j
dilaksanakan berdasarkan kemampuan pelayanan Rumah
Sakit dan kebutuhan medis Pasien.

Dalam melaksanakan sistem rujukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit menggunakan
Sisten Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 843

Kewajiban Rumah Sakit menolak keinginan Pasien yang
bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 833 huruf k dilakukan dengan cara:

a.
b.

(1)

(2)

melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
membuat peraturan internal Rumah Sakit.

Pasal 844

Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi
yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban
Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf 1
dilakukan melalui pemberian informasi kepada Pasien
secara lengkap tentang hak dan kewajibannya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara tertulis dan/atau lisan.

Pasal 845 . ..
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Pasal 845

Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan
melindungi hak-hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 833 huruf m dilaksanakan dengan:

a. melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak

dan kepentingan Pasien; dan

b. melakukan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menerapkan peraturan dan
standar Rumah Sakit.

Pasal 846

Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833

huruf n dilakukan dengan:

a. menyusun peraturan dan kebijakan mengenai
panduan etik dan perilaku;

b. menerapkan panduan etik dan perilaku;

c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
panduan etik dan perilaku; dan

d. mengenakan sanksi bagi pelanggaran panduan etik
dan perilaku.

Rumah Sakit dapat membentuk komite yang memiliki

tugas dan tanggung jawab di bidang etik dan/atau hukum

Rumah Sakit dalam memenuhi kewajiban melaksanakan

etika dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 847

Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem

pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf o

dituyjukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi

bahaya terhadap kecelakaan dan bencana.

Sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

pencegahan dan penanggulangan pada:

a. kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan
dengan instalasi listrik;

b. radiasi atau pencemaran bahan kimia yang
berbahaya, termasuk bahan berbahaya dan beracun;

c. gangguan psikososial; dan/atau

d. masalah ergonomis.

Pengelolaan sistem  pencegahan kecelakaan dan

penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 848 . . .
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Pasal 848

Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program

pemerintah di bidang Kesehatan baik secara regional

maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 833 huruf p dilaksanakan dalam bentuk pemberian

pelayanan dalam rangka pelaksanaan program:

a. penurunan angka kematian ibu dan angka kematian
baysi;

b. penurunan angka gizi kurang pada bayi dan balita;

c. perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional;

d. peningkatan promosi Kesehatan dan penyehatan
masyarakat,;

e. peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta
penanggulangan KLB, Wabah, dan darurat bencana;

f.  peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan;

g. peningkatan akses Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan dengan mengutamakan produk dalam
negeri;

h. peningkatan pemenuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai standar; dan

i.  pelaksanaan program pemerintah bidang Kesehatan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan program pemerintah di bidang Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan

dilaporkan oleh Rumah Sakit melalui Sistem Informasi

Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem

Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 849

Kewajiban Rumah Sakit untuk membuat daftar
Tenaga Medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf q
dilaksanakan melalui penyusunan daftar Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan yang dapat diakses oleh
pengguna pelayanan.

Daftar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama,
nomor STR dan SIP, serta jadwal praktik Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan.

Pasal 850 . . .
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Pasal 850

Kewajiban Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan

peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 833 huruf r dilakukan melalui

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum pelayanan

Rumah Sakit yang mendukung tata kelola Rumah Sakit

dan tata kelola klinis.

Peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. peraturan organisasi Rumah Sakit; dan

b. peraturan staf medis dan staf Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit.

Peraturan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a merupakan aturan yang mengatur

hubungan pemilik atau yang mewakili dengan

kepala/direktur Rumah Sakit.

Peraturan staf medis dan staf Tenaga Kesehatan

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan aturan mengenai tata kelola klinis

untuk menjaga profesionalisme Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

pelaksanaan peraturan internal Rumah Sakit diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 851

Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan
hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf s
dilaksanakan dengan:

ao o

o

memberikan konsultasi hukum;

memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
memberikan advokasi hukum;

memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa
medik;

mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses
hukum dan ganti rugi; dan

memberikan upaya pelindungan dan bantuan hukum
lainnya.

Pasal 852

Kewajiban Rumah Sakit dalam memberlakukan seluruh
lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf t dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 853 . ..
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Pasal 853

(1) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 833 sampai dengan Pasal 852 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha Rumah Sakit.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa
pencabutan  perizinan  berusaha  Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 8
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 854

Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan
pelaporan terhadap semua kegiatan penyelenggaraan
Rumah Sakit dalam Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 855

(1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan
terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas
pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 9
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 856

(I) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit sesuai
dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan. ..
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Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diarahkan untuk:

a. pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang
terjangkau oleh masyarakat;

b. peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan,

c. keselamatan Pasien;

d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan

e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pusat

mengenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha Rumah Sakit.

Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa

pencabutan  perizinan  berusaha Rumah  Sakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 857

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 853 ayat (1) dan Pasal 856 ayat (3) dikenakan

berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal

dari:

a. pengaduan;

b. pemberitaan media elektronik atau media cetak;
dan/atau

c. hasil monitoring dan evaluasi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha

Rumah Sakit.

Pasal 858

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857

ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perseorangan,

kelompok, institusi, lembaga, instansi, dan/atau

organisasi.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:

a. dilakukan secara tertulis; dan

b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri
faktanya.

(3) Pengaduan ..
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(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a. identitas pelapor;

b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;

c. jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan

Rumah Sakit;

waktu pelanggaran dilakukan;

kronologis peristiwa yang diadukan; dan

keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk

terjadinya pelanggaran.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang menerbitkan perizinan berusaha
Rumah Sakit.

(5) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a wajib dirahasiakan.

0 o

Pasal 859

Pemberitaan media elektronik atau media cetak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 857 ayat (1) huruf b merupakan
pemberitaan yang dapat ditelusuri kebenarannya.

Pasal 860

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 857 ayat (1) huruf c¢ dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah yang menerbitkan perizinan
berusaha Rumah Sakit.

Pasal 861

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah
menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 857 melakukan pemeriksaan
tindak lanjut laporan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan tindak lanjut
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 862

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856 ayat (3)
huruf a sampai dengan huruf ¢ diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian . . .
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Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 863

(1) Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang
mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian,
dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang
pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta
pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi sebagai tempat
pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit
pendidikan terdiri atas:

a. Rumah Sakit pendidikan yang bekerja sama dengan
perguruan tinggi sebagai mitra penyelenggara
pendidikan; dan

b. RSPPU bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 864

Penyelenggaraan Rumah Sakit pendidikan bertujuan:

a. menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat
digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang
kedokteran, kedokteran gigi, dan Kesehatan lain dengan
mengutamakan kepentingan dan keselamatan Pasien; dan

c. meningkatkan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan.

Pasal 865

Rumah Sakit pendidikan harus memberikan pelindungan dan
kepastian hukum bagi Pasien, pemberi pelayanan,
peserta  didik, pendidik, subyek penelitian bidang
kedokteran/kedokteran gigi/Kesehatan lain, peneliti,
penyelenggara Rumah Sakit pendidikan, serta institusi
pendidikan.

Pasal 866

(1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit
pendidikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan. ..
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Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dan
memiliki variasi dan jumlah kasus yang sesuai
dengan kebutuhan pendidikan;

b. memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku;

c. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan
perguruan tinggi;

e. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi
kualifikasi sebagai pendidik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f.  memiliki teknologi kedokteran dan/atau Kesehatan
yang sesuai dengan standar nasional pendidikan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

g. memiliki program penelitian secara rutin;

h. memiliki visi, misi, dan komitmen Rumah Sakit di
bidang pendidikan; dan

i.  memiliki persetujuan menjadi Rumah Sakit
pendidikan dari pemilik Rumah Sakit.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Rumah Sakit pendidikan juga harus

memenuhi:

standar manajemen dan administrasi pendidikan;

standar sumber daya manusia,;

standar sarana penunjang pendidikan; dan

standar perancangan dan pelaksanaan program

pendidikan klinik yang berkualitas.

noop

Paragraf 2
Fungsi Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 867

Dalam menjalankan fungsi sebagai tempat pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 ayat (1),

Rumah Sakit pendidikan harus:

a. menyediakan pendidik;

b. menyediakan sarana dan prasarana serta peralatan
yang mendukung penyelenggaraan pendidikan;

c. memiliki variasi dan jumlah kasus yang sesuai
dengan kebutuhan pendidikan; dan

d. melakukan koordinasi dengan institusi pendidikan
dan jejaringnya.

(2) Dalam. ..
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Dalam menjalankan fungsi tempat penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 863 ayat (1), Rumah Sakit
pendidikan harus:

a. mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian
unggulan dan translasional di bidang ilmu dan
teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan Tenaga
Kesehatan lain;

b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi
kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta
Teknologi Kesehatan lainnya; dan

c. mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri
bidang Kesehatan dan pihak lain yang terkait.

Dalam menjalankan fungsi sebagai tempat penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit
pendidikan harus menyusun rencana induk penelitian
yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan
Kesehatan lain harus disebarluaskan dan/atau
dipublikasikan secara nasional dan/atau internasional
kecuali hasil penelitian yang Dbersifat rahasia,
berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan
kepentingan umum.
Dalam menjalankan fungsi sebagai tempat Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863
ayat (1), Rumah Sakit pendidikan harus
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan terintegrasi
dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik,
perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran
gigi, dan Kesehatan lain berbasis bukti sesuai kebutuhan
medis Pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan
keselamatan Pasien.

Pasal 868

Dalam menjalankan fungsi sebagai Rumah Sakit pendidikan,
Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Paragraf 3
Jenis Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 869

Jenis Rumah Sakit pendidikan terdiri dari:

a. Rumah Sakit pendidikan utama; dan

b. Rumah Sakit pendidikan satelit.

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit pendidikan dapat
dibentuk jejaring Rumah Sakit pendidikan.

Paragraf . . .
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Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 870

Rumah Sakit pendidikan hanya dapat menerima
mahasiswa sesuai dengan:

a. rasio jumlah dosen dengan mahasiswa; dan

b. jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

Rumah Sakit pendidikan utama wajib memiliki perjanjian
kerja sama secara tertulis dengan institusi pendidikan.
Rumah Sakit pendidikan satelit wajib memiliki perjanjian
kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit
pendidikan utama dan institusi pendidikan.

Pasal 871

Rumah Sakit pendidikan memiliki kewajiban:

a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan
Pasien;

b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
secara terus menerus sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran,
kedokteran gigi, serta Kesehatan lain;

c. menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola
klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;

d. meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang
kedokteran, kedokteran gigi, dan Kesehatan lain
sesuai dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan
klasifikasinya;

e. meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di
bidang Kesehatan; dan

f.  memberikan imbalan jasa pelayanan bagi peserta
didik sesuai dengan Pelayanan Kesehatan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rumah Sakit pendidikan dapat menerima bantuan

dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan,

bantuan hukum, serta sarana dan prasarana.

Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik.

Pasal 872 . ..
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Pasal 872

Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik
Rumah Sakit pendidikan dan sumber pendanaan lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Program Spesialis/Subspesialis

Pasal 873

RSPPU ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi

persyaratan dan standar.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. memiliki surat keputusan sebagai Rumah Sakit
pendidikan dari Menteri;

b. memiliki surat permohonan menjadi RSPPU program
spesialis/subspesialis yang ditandatangani oleh
pimpinan Rumah Sakit;

c. memiliki persetujuan menjadi RSPPU program
spesialis/subspesialis dari pemilik Rumah Sakit; dan

d. memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan
perguruan tinggi.

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

standar manajemen dan administrasi pendidikan;

standar sumber daya manusia,

standar sarana penunjang pendidikan; dan

standar perancangan dan pelaksanaan program

pendidikan klinik yang berkualitas.

o op

Pasal 874

RSPPU yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 873 ayat (1) dapat mengajukan izin
penyelenggaraan pendidikan program spesialis/
subspesialis kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 579.

Dalam penyelenggaraan pendidikan program spesialis/
subspesialis, RSPPU dapat membentuk jejaring
Rumah Sakit dan/atau wahana pendidikan.

Paragraf . . .
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Paragraf 6

Koordinasi Pembelajaran Klinik

Pasal 875

(1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh
proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit pendidikan
dan/atau penyelenggaraan pendidikan program spesialis/
subspesialis di RSPPU, pimpinan Rumah Sakit pendidikan
atau pimpinan RSPPU membentuk unit fungsional.

(2) Unit fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

a. memberikan  dukungan = administrasi = proses
pembelajaran klinik di Rumah Sakit pendidikan atau
RSPPU;

b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran
belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai
kebutuhan;

c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan
prasarana yang diperlukan peserta didik;

d. membentuk sistem informasi terpadu untuk
menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan,
pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan Kesehatan lain;

e. melakukan koordinasi dalam rangka <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>